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PERATIIRAI{ BI'PATI KOITAIIT SELIITAIT
r{ouoR }q TArrur 2018

TEITTAITG

RTITCAIVA KER.'A PTUTRINTATI DATRATI
KABI'PATEN KONAWT SELATAN TAIIUN 2OI9

DENGAIY RAIIUAT TI'IIAIY YAIYG UAIIA ESA

BT'PATI KONAWT SELATAIT,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan
Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional disebutlan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menjadi pedoman pen5rusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2OL9 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurrf a dan huruf b, maka perluh
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun
2019;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);



2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267;

3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan [rmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O1l
ilomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan
L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
nepuUlit Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140' Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetaptan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 21, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2O16 Tentang Perangkat Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor I 14);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona.l
Tahun 2Ol5-2O1.9 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pegelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Paqiang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Keda Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7
Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2O18
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2Ol9 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor ).

MEIUTUSI(AIT:

PERATURAIT BI'PATI TETTAITG RETCAI|A NER^'A
PETERII|TNI DATRAII KABI'PATEII KOI|AITE SEL.ATAIT
TAHUI| 2019



BAB I
XETEICTUAI| I'UUT

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daaerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu

Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencalra€rn pembangunan di
daerah.

6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan keg'a, lapangan berusaha, akses terhadap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan daerah
pembangunan manusia.

7. Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2OO5-2O25 yang selanjutnya disebut RpJpD adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak tahun 2OO5 sampai dengan tahtsn2O2S.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) tahun periode 2O|6-2O2L.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkatnya RKpD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun atau
disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

lO. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja pD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu)
tahun.

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen
yang memuat kebijakan bidarg pendapatan,belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat ppAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan maksimal anggaran yErng
diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan dalam pen5rusunan RKA-PD sebelum dibahas bersama dengan
DPRD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15. Visi adalah nrmusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perenc€rnaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.



L7- Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Peragkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan perancanaan
Pembangunan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2Ol9 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 1 Januari
2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB II
SISTEUAMI(A RI(PD TAIIUI| 2017

Pasal 3

Sistematika RKPD Tahun 2019 terdiri atas:
BABI : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARANUMUM KONDISI DAERAH
BABIII : KERANGKAEKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BABTV :SASARAN DANPRIORITASPEMBANGUNANDAERAH
BABV :RENCANAKER.JADANPENDANAANDAERAH
BAB VI : KINERJA PEIIYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BABVII : PENUTUP

BAB III
PEIIYUST'ITAII I'AIT PEI"AXSAITAAN RXPT' TAIIT'I{ 2019

Pasal 4

RKPD Tahun 2019 secara rinci sebagaimana tercantum dalam l.ampiran yang
merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2019 disusun berdasarkan visi, misi dan program Pemerintah
Daerah sebagaimana diatur dalam RPJP Daerah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman
bagi Pemerintah Daerah dalam penl'usunan KUA, PPAS, dan Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

(1) Prioritas pembangunan daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 disusun
didasarkan pada RPJMD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL6-2O21,
Prioritas Nasional Tahun 2O19, dan Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019

(2) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara
rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

(1) Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun Anggran 2019,
dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang secara
rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Setiap Kepala OPD wajib mendukung pelaksanaan program prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BA'B IV
KETEI{TI'AIT PENUTT'P

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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